BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

. bahwa Kklasifikasi arsip sangat diperlukan sebagi intrumen

dalam pengelolaan arsip dinamis untuk mefasilitasi
penciptaan,akses dan pengunaan,serta penyusutan;

. bahwa Peraturan Bupati Pasir Nomor 24 Tahun 2006 sudah

tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan
organisasi saat ini ;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Paser tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Paser.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang—-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-undang Nomor 3 darurat Tahun 1953 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

Undang-undang Nomor 7 tahun 1971 tentang ketentuan-
ketentuan pokok Kearsipan(Lembaran Negara Tahun 1971
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara nomor 296);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5071);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang
Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1979 Nomor 51, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 3151);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5286);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi
Arsip.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG TATA KEARSIPAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Paser.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.

Bupati adalah Bupati Paser.
Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.

Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya di singkat SKPD adalah Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Paser.

Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media
sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat
dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan,
perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan
dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan
pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi
kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui dan tidak
tergantikan apabila rusak atau hilang.

Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus
menerus.

Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.
22.

23.

24,

(1)
(2)

(3)

Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai
guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan
yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip
Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.

Lembaga kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas dan tanggung
jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.

Arsip Daerah Kabupatenadalah lembaga kearsipan berbentuk satuan kerja
perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang kearsipan
pemerintahan daerah Kabupateb yang berkedudukan di ibukota.

Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam
pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip
dinamis.

Unit pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas
dan tanggung jawab mengolah arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan
arsip di lingkungannya.

Unit kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas
dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.

Naskah dinas penting adalah naskah dinas vyang isinya mengikat,
memerlukan tindak lanjut, memuat informasi penting, mengandung konsepsi
kebijaksanaan mempunyai nilai arsip.

Naskah dinas biasa adalah naskah dinas yang isinya tidak mengikat.

Klasifikasi adalah penggolongan naskah dinas berdasarkan masalah yang termuat
didalamnya dan merupakan pedoman untuk pengaturan penataan dan penemuan
kembali arsip.

Daftar Arsip adalah sarana penemuan kembali arsip.

Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara
pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip
yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga
kearsipan.

Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan,
pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan
nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta
sumber daya lainnya.

Pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara
efisien, efektif dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan dan
pemeliharaan, serta penyusutan arsip.

Pasal 2

Klasifikasi Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser merupakan
acuan bagi SKPD dalam rangka pengelolaan arsip dinamis.

Klasifikasi arsip dilingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Paser menggunakan
kode Klasifikasi arsip dalam bentuk angka (Numerik).

Kode Kklasifikasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanda
pengenal urusan sesuai fungsi dan Tugas unit kerja serta berfungsi sebagai dasar
pemberkasan dan penataan arsip.



Pasal 3

(1) Pimpinan pencipta arsip bertanggung jawab menetapkan Klasifikasi arsip.
(2) Penyusunan Kilasifikasi arsip di pencipta arsip dilaksanakan oleh Unit Kearsipan.

Pasal 4

(1) Pimpinan Unit kerja melaksanakan Tata Kearsipan sesuai dengan tugas dan
fungsi masing-masing unit Kerja.

(2) Tata Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempergunakanan kartu
kendali pola klasifikasi dan Jadwal retensi.

Pasal 5

(1) Penyusunan Klasifikasi didasarkan pada Fungsi dan tugas Pokok pencipta arsip
meliputi :
a. fungsi fasilitatif;dan
b. fungsi subtantif.

(2) Penyusunan Kilasifikasi arsip dilaksanakan dengan melakukan analisis fungsi.

(3) Analisis fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan untuk
menyusun skema Kklasifikasi arsip secara logis, aktual, relevan, sistematis,
akomodatif, dan kronologis.

Pasal 6

(1)Skema klasifikasi menggambarkan tahapan pelaksanaan Kegiatan dari tahap
perencanaan,persiapan,pelaksanaan dan evaluasi.

(2) Skema klasifikasi disusun dalam bentuk berjenjang, yang dijabarkan dari pokok
masalah, ke sub masalah sampai ke sub-sub masalah.

(3)Skema klasifikasi meliputi nama atau judul fungsi, nama kegiatan dan nama
transaksi-transaksi kegiatan.
Pasal 7

Pengelolaan Tata Kearsipan tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 24
Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Kearsipan Di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2006 Nomor 24) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 18 Juli 2018

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 18 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYID FATHUR RAHMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN PASER 2018 NOMOR 37



